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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam laporan terbaru UN E-Government Survey 2024, Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-4 sebagai negara dengan sistem e-government terbaik di kawasan ASEAN. Menurut laporan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) bertajuk “E-government Survey 2024”, Indonesia memiliki skor pengembangan E-government (EGDI) sebesar 0,7991 poin dari 1 poin. Skor tersebut menempatkan Indonesia berada di peringkat ke-64 di dunia. PBB dalam survey ini menggunakan metodologi berdasarkan tiga pilar utama. Pertama, cakupan dan kualitas layanan online dikuantifikasi sebagai Online Service Index (OSI). Kedua, status pembangunan infrastruktur telekomunikasi atau Indeks Infrastruktur Telekomunikasi (TII). Ketiga, manusia yang melekat modal atau Human Capital Index (HCI).
Menurut Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tahun 2024, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional telah meningkat menjadi 3,12 dari skala 5, sehingga masuk dalam kategori "Baik". Fenomena digitalisasi pelayanan publik di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan, terlihat dari peningkatan indeks SPBE dan peringkat E-government Indonesia di tingkat internasional. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan dalam implementasi sistem pelayanan berbasis elektronik di daerah. Ombudsman Republik Indonesia menyoroti bahwa penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang belum merata, serta belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan sistem layanan digital. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan digitalisasi pelayanan publik dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.
Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi telah membawa perubahan yang signifikan pada struktur masyarakat, terutama dalam pelayanan publik di lingkungan pemerintahan. Adanya teknologi layanan diharapkan dapat membantu proses lebih cepat, mudah dan efisien, menghemat biaya, waktu dan sumber daya manusia serta meningkatkan akurasi (Djadjuli, 2019). Dengan adanya perkembangan ini menyebabkan peralihan dari sistem pelayanan tradisional yang berbasis administrasi kertas atau manual ke sistem pelayanan berbasis elektronik (Alfiyah, 2019). 
Saat ini, layanan publik secara digital menjadi bagian penting dalam upaya untuk memanfaatkan internet serta meningkatkan kinerja sektor publik sejak munculnya pemerintahan elektronik atau digital dua dekade terakhir. Digitalisasi pelayanan publik yang berarti mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan layanan publik. Yang mana pelayanan dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai aplikasi dan platform digital seperti website, aplikasi mobile, media sosial dan layanan pesan cepat.
Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menerapkan E-government melalui adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government. Melalui penerapan E-government dan digitalisasi layanan publik mampu mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. Yang memungkinkan masyarakat dapat mengakses informasi serta layanan dengan mudah dan cepat. Dalam rangka penerapan E-government, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong telah menyediakan sebuah layanan berbasis online sejak tahun 2022 berbentuk website dalam pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1) untuk pencari kerja di wilayah Kabupaten Tabalong. Kartu Kuning atau AK-1 merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja untuk pencari kerja sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di database ketenagakerjaan.
Berdasarkan hasil observasi pra-penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan website yang digunakan untuk pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1) tidak bisa diakses disebabkan sering mengalami gangguan atau error. Untuk mengatasi hal tersebut terdapat alternatif bagi pencari kerja yang ingin membuat Kartu Pencari Kerja (AK-1) secara online melalui Google Form yang disediakan oleh Dinas Tenaga  Kerja Kabupaten Tabalong serta melibatkan beberapa platform lain seperti SIAPkerja dan WhatsApp, namun ditemukan kendala pada SIAPkerja yang mengalami loading lama. SIAPkerja sendiri merupakan ekosistem digital terintegrasi yang dirancang oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk mewujudkan pelayanan ketenagakerjaan yang lebih efektif, efisien dan transparan. Namun pada pelaksanannya masih mengalami kendala, hal ini menujukkan meskipun telah terdapat upaya integrasi dalam pelayanan tetapi masih menghadapi hambatan. Adanya teknologi layanan yang diharapkan dapat membantu proses pelayanan  pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1) meningkatkan efektivitas pada kenyataannya terdapat kesenjangan. Kendala loading pada sistem yang lama akan berdampak pada penurunan efektivitas layanan, seperti terhambatnya proses administrasi.
E-government merujuk pada pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah melalui teknologi informasi, seperti internet, jaringan komputer dan informasi. E-government dapat diartikan sebagai upaya pemerintah dalam melakukan transformasi digital dalam pelayanan publik. E-government dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.
Pengembangan E-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2003 sebagai payung bagi seluruh kebijakan di bidang E-government. Dalam penerapan E-government menuju good governance, konsep E-government harus diterapkan di setiap lembaga/instansi pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah. Model penerapan E-government di setiap instansi akan sangat tergantung kepada tugas, fungsi, dan wewenang yang diemban oleh instansi yang bersangkutan.
Fenomena pengembangan E-government pada Dinas Tenaga Kerja Tabalong dalam pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1) penting diteliti karena mencerminkan tantangan dalam era reformasi industri 4.0 saat ini untuk mewujudkan pelayanan berbasis online yang efektif. Walaupun pelayanan online telah dilaksanakan masih ditemukan kendala seperti pada sistem, hal ini menunjukkan pengembangan E-government masih menghadapi tantangan dalam infrastruktur teknis. 
Penelitian yang dilakukan oleh Yeni Denisa tentnag Pengembangan E-government melalui Layanan Aspirasi Masyarakat Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Yang mana berfokus pada pengembangan sistem pelayanan sistem pelayanan aspirasi masyarakat berbasis elektronik sebagai upaya meningkatkan partisipasi publik dan kualitas layanan pemerintah. Penelitian ini menitikberatkan pada aspek strategi pengembangan, mekanisme layanan serta pengelolaan sistem digital. Pada penelitian ini tidak membahas secara spesifik permasalahan teknis dan keberlanjutan sistem layanan dalam praktik pelayanan. Penelitian yang dilakukan oleh Nurjati Widodo tentang Pengembangan E-government di Pemerintahan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Smart City (Studi di Pemerintah Daerah Kota Malang). Penelitian ini menekankan pada aspek kebijakan, perencanaan, strategi dan tahapan pengembangan E-government di lingkungan pemerintah daerah. Penelitian ini berfokus pada pengembangan secara struktural dan konseptual. Namun dalam penelitian ini belum mengkaji secara mendalam fenomena kendala teknis dalam layanan publik tertentu.
Adanya kondisi tersebut menunjukkan terdapat kesenjangan penelitian mengenai bagaimana pengembangan dan digitalisasi pelayanan publik di tingkat daerah, khususnya dalam pelayanan pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1) pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong dalam menghadapi tantangan dalam infrastruktur teknis. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak membahas pengembangan E-government dari sisi kebijakan, strategi, dan implementasi secara umum, namun belum secara spesifik mengkaji kendala teknis dan keberlanjutan sistem pada layanan tertentu di tingkat kabupaten. Pada penelitian ini pengembangan E-government bukan hanya dilihat dari tersedianya pelayanan online, namun kualitas sistem, keandalan, kemampuan sistem online dalam memberikan pelayanan secara efektif kepada masyarakat.
Maka, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana pengembangan E-government dalam pelayanan pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1) pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam sistem layanan online yang mempengaruhi proses digitalisasi pelayanan publik di tingkat daerah.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka dapat dirumuskan sebuah rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengembangan E-government dalam pelayanan pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1) pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pengembangan dan pelaksanaan sistem layanan online AK-1 di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Menganalisis pengembangan E-government dalam pelayanan pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1) pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong.
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengembangan dan pelaksanaan sistem layanan online AK-1 di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong.


D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian yang disampaikan di atas, maka diharapkan penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat:
a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian Ilmu Administrasi Publik, khususnya terkait pengembangan E-government pada pelayanan publik di tingkat kabupaten.
b. Memperkaya pemahaman mengenai pengembangan layanan publik berbasis digital dalam konteks implementasi di daerah, terutama yang berkaitan dengan kendala teknis sistem dan keberlanjutan layanan online.
c. Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji digitalisasi pelayanan publik.
2. Manfaat Praktis
Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan:
a. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong
Menjadi bahan masukan dalam upaya pengembangan dan perbaikan sistem layanan online pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1).



b. Masyarakat
Memberikan informasi mengenai kondisi pelaksanaan layanan AK-1 berbasis online serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih mudah diakses, efektif, dan berkelanjutan.
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